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This paper reveals the phenomenon of South Sulawesi cummunity in looking at the custom. Bugis and Makassar society upholds and believes contains customary sanctity, generous nature, and sanctity. Basically is honesty and knowledge, being the aim is to benefit all the people, liked by people and received it with all willingness democratically. Therefore, it may not be changed much less canceled. The King with people already has been witness it to the Gods after confirmed as a permanent custom. Upon the acceptance of Islam (sara') became an integral part of panngadareng (customary system), the Bugis and Makassar social institutions acquire new colors, so that their obedience to sara' together with their adherence to other aspects panggadareng.
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asyarakat Bugis Makassar​[1]​, seperti juga masyarakat lainnya di Indonesia sangat teguh memegang adatnya. Setiap ikhtiar untuk memahami manusia Bugis-Makassar harus dimulai dari pengertian mereka mengenai apa yang dimaksud dengan adat, sebab adat inilah pribadi-kepribadian kebudayaan.
Adat merupakan konsep kunci sebuah keyakinan mereka terhadap adatnya mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya, baik dengan sesama manusia, dengan pranata-pranata sosialnya,  maupun dengan alam sekitarnya, bahkan makro kosmos.​[2]​ Jika kita berhasil menemukan maknanya dalam kehidupan  kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan dan keagamaan, maka barulah kita dapat memahami pandangan hidup mereka yang dinapasi oleh adatnya.
Masuknya Islam ke Sulawesi Selatan pada abad ke-17, banyak sekali mempengaruhi adat istiadat Bugis-Makassar, malahan pemgaruh Islam itu sangat besar, sehingga seorang Bugis atau seorang Makassar sangat takut pada dua hal, yakni takut dinikahkan kalau bukan secara Islam dan takut dikuburkan kalau tidak dengan upacara Islam.​[3]​ Inilah hasil usaha para ulama dan mubaligh  Islam sejak Islam dikenal oleh masyarakat. Mereka sangat fanatik terhadap Islam, tapi fanatik belum tentu taat. Kalau kita katakan mereka tidak Islam mereka marah betul bahkan matipun mereka siap. Namun belum tentu mereka shalat dan puasa, apalagi mendalami dan taat pada semua perintah agama.
Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adatnya, mereka memandang adat mengandung kesucian, keluhuran, dan kesakralan. Masyarakat Bugis-Makassar menganggap bahwa mengubah atau menyelewengkan adat berarti pelanggaran secara lansung terhadap nilai-nilai yang membentuknya, merusak kemaslahatan, memandang enteng keilmuwan, mencurangi kejujuran, dan menghancurkan semangat demokrasi. Sementara dalam agama Islam, selain  mengandung aturan penyembahan kepada Allah SWT., ia juga mengandung ajaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengembangan  peradaban umat manusia. Pertemuan ajaran Islam dengan masyarakat Bugis-Makassar, memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar tidak terjadi kegoncangan tatanan kehidupan masyarakat. Bagaimana para muballig menyesuaikan diri dengan kondisi objektif masyarakat di mana agama Islam dikembangkan tanpa  mengobarkan prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam, dan bagaimana proses pemantapan integrasi Islam dan budaya masyarakat. Untuk itu tulisan ini akan membahas sekitar penyebaran agama Islam dan bagaimana penyerapan serta penyesuaian ajaran Islam ke dalam adat istiadat masyarakat Bugis-Makassar.
B. Penyebaran Islam
Dari sumber Lontara Luwu dan Wajo diperoleh keterangan bahwa sebelum ketiga mubaligh (Abd. Makmur Khatib Tunggal, Sulaiman Khatib Sulung dan Abd. Jawad Khatib Bungsu) memulai penyebaran Islam di Gowa, mereka lebih dahulu ke Luwu melalui Teluk Bone. Ketiga mubaligh Islam itu diterima baik oleh Datuk Luwu yang bernama La Patiware’ Daeng Parabu​[4]​, beliau diberi gelar Sultan Mahmud Waliyul Mudharuddin. Raja Luwu menerima Islam sebagai agamanya bersama-sama dengan anggota keluarga istana Kerajaan Luwu pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H (1603 M).​[5]​
Ketika ketiga ulama penyebar Islam itu tiba di pelabuhan Makassar, mereka bertanya terlebih dahulu tentang pusat  Kerajaan Bugis, dijawab bahwa pusat kerajaan tertua adalah Luwu, dan Datu Luwulah raja yang paling dihormati serta disegani. Alebbiremmani Engka ri Luwu, awatangeng Engka ri Gowa​[6]​ (hanya kemuliaan saja yang ada di Luwu, sedangkan kekuatan terdapat pada Gowa). Demikian jawaban Datu Luwu ketika diminta ketiga ulama itu agar dapat membantunya secara politik untuk dapat menyebarkan agama Islam ke negeri-negeri Bugis-Makassar. Selanjutnya para mubaligh itu bertanya lagi kepada Datu Luwu, apakah kami bisa berhasil kalau agama ini dapat kami sampaikan ke Kerajaan Gowa?, hal ini tidak bisa dijamin, karena ia anak muda, banyak isteri dan peminum tuak. Kalau mau berhasil (demikian saran Datu Luwu), cobalah hubungi pamannya raja Tallo, seorang yang bijaksana, beliau pernah belajar di Tosora pada Arung Matoa Wajo, bernama La Mungkaco Toaddamang.​[7]​ Atas saran Datu Luwu, maka berangkatlah ketiga ulama tadi ke Makassar, Mereka mula-mula mengislamkan raja Tallo dan kemudian raja Gowa.
Kerajaan kambara (kembar) Makasar, Gowa-Tallo menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 1605 M. Raja yang memeluk agama Islam pada waktu itu adalah raja Tallo, yang juga menjabat sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa. Baginda bernama I Mallingkaang Daeng Manyonri dan diberi nama Sultan Abdullah Awalul Islam. Beberapa saat kemudian raja Gowa yang bernama I Manngarangi Daeng Manrabbia juga menerima pengislaman. Baginda pun memperoleh gelar Sultan Alauddin. Baginda adalah raja Gowa ke-XIV dan yang pertama menganut agama Islam dalam usia 19 tahun, setelah duduk di atas tahta kerajaan lebih kurang 12 tahun lamanya.​[8]​
Sumber lain menyebutkan bahwa sesungguhnya Islam telah sampai di Makassar pertengahan abad ke-XVI, yaitu ketika raja Gowa X, Tunipalangga (1546-1565) memberikan izin kepada pedagang-pedagang Melayu Muslim dengan perantaraan Nahkoda Bonang untuk menetap di Somba Opu. Raja Gowa XII, Tunijallo (1565-1590) bahkan telah mendirikan sebuah masjid di Mangalekkana Somba Opu buat orang-orang Muslim di sana.​[9]​ Dr. J. Noorduyn berpendapat bahwa pertengahan abad XVI baik agama Islam maupun agama Kristen telah datang ke Makassar, tetapi penyebaran agama Khatolik setelah itu tidak lagi diteruskan oleh orang-orang Portugis, sehingga pengaruhnya hilang dan pada waktu itu belum ada orang Bugis-Makassar yang masuk agama Islam.​[10]​ Apakah belum ada orang Bugis dan Makassar yang menekuni Islam ketika itu, seperti dikatakan Noorduyn masih memerlukan penelitian yang mendalam, karena raja Gowa sendiri telah menyiapkan sarana ibadah bagi mereka.
Walaupun agama Islam telah tersebar di Kerajaan Luwu lebih dahulu daripada Kerajaan Gowa-Tallo, namun kerajaan kembar itulah yang menjadi pusat penyebaran Islam untuk seluruh daerah Sulawesi Selatan. Politik pengislaman dijalankan oleh raja Gowa-Tallo secara intensif. Hal itu didasarkan pada perjanjian yang pernah disepakati pada waktu lalu di antara kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar bahwa, “Barang siapa yang menemukan jalan lebih baik,  maka ia berkewajiban memberitahukan kepada raja-raja lainnya jalan yang baik itu.”​[11]​ Bagi raja Gowa-Tallo, jalan Islam itu adalah sesuatu yang baik, harus disampaikan kepada raja-raja Bugis-Makassar yang lainnya.
Seruan pengislaman itu diterima dengan baik oleh beberapa raja kecil, tetapi Kerajaan Bugis yang kuat, seperti Bone, Wajo, dan Soppeng serta Sidenreng menolak dengan tegas seruan Gowa, karena mereka menganggap bahwa hal itu semata-mata siasat raja Gowa untuk menguasai daerah-daerah Bugis, mengingat sebelumnya silih berganti perang dan damai antara Gowa dan kerajaan-kerajaan tersebut, karena Gowa ingin menjadi penguasa tunggal di daerah Sulawesi Selatan.
Seruan Gowa yang ditolak oleh beberapa kerajaan Bugis disambut oleh Gowa dengan memaklumatkan perang. Empat kali Gowa mengirim pasukan ke tanah Bugis. Pertama kali tahun 1608, namun Gowa dikalahkan oleh tentara Bugis yang tergabung dalam lascar Tellumpoccoe (Bone, Wajo dan Soppeng). Akan tetapi pengiriman pasukan tahun-tahun berikutnya berhasil menaklukkan satu demi satu kerajaan-kerajaan Bugis dan selanjutnya menerima Islam, seperti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Soppeng pada tahun 1609, Kerajaan Wajo tahun 1610 dan Kerajaan Bone tahun 1611.​[12]​ Perang pengislaman oleh Gowa berlansung selama empat puluh tahun, ini dikenal di daerah Bugis dengan nama musei assalengeng (perang pengislaman).
Setelah Kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka fase penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan secara politis dan militer telah selesai. Setelah itu, Kerajaan Gowa mengubah kebijaksanaan politiknya terhadap kerajaan-kerajaan Bugis dan menjalin hubungan persahabatan yang dilandasi oleh ajaran Islam.
Penolakan beberapa kerajaan Bugis atas ajakan Kerajaan Gowa untuk menerima Islam, yang berlanjut pada perang pengislaman itu sesungguhnya lebih banyak disebabkan pada faktor politik untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan  di antara mereka. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam abad XV dan XVI kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar telah berkembang sebagai kerajaan-kerajaan lokal yang berdiri sendiri sebagai kerajaan berdaulat. Kerajaan-kerajaan pada zaman itu yang terpandang sebagai kerajaan yang berpengaruh adalah Kerajaan Luwu, Bone, Soppeng, Wajo sebagai kerajaan orang Bugis dan Kerajaan Gowa-Tallo bagi orang Makassar.
Di kalangan orang Bugis, kerajaan Bone pada saat itu dianggap sebagai yang terdepan mengendalikan pengaruh kekuasaan politik. Di lain pihak bagi orang Makassar, kerajaan Gowa dipandang sebagai pemegang inisiatif dari segenap kegiatan politik dan kekuasaan di kalangan mereka. Kegiatan kepeloporan dari kedua kerajaan itu menyebabkan timbulnya usaha kedua belah pihak untuk saling mengatasi dalam rangka perebutan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Persaingan itu sering kali meningkat menjadi sengketa politik yang dinyatakan dengan peperangan. Oleh karena itu, dalam  tahun 1582 tiga buah kerajaan Bugis yang bertetangga, yaitu Bone, Wajo, dan Soppeng menggalang persekutuan untuk bersama-sama menghadapi ekspansi kerajaan Gowa. Tiga kerajaan Bugis itu disebut “Tellumpocoe” (tiga puncak). Perjanjian mereka disebut Lamumpatue ri Timureng (Penanaman batu di Timur).
Keadaan seperti itulah mendahului syiar Islam di Sulawesi Selatan. Suatu keadaan yang kacau balau. Masing-masing kerajaan dan persekutuan masyarakat berusaha mempertahankan diri untuk dapat melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, peperangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gowa ke negeri-negeri Bugis dengan dalih penyebaran Islam, ditanggapi oleh kerajaan-kerajaan Bugis sebagai kelanjutan perang masa lalu, yang sama sekali tidak mempunyai alasan keagamaan, melainkan tujuan perebutan kekuasaan tunggal di Sulawesi Selatan semata-mata. Itulah sebabnya Tellumpocoe (Bone, Wajo, Soppeng) menolak ajakan pengislaman dari kerajaan Gowa, sekalipun perang pengislaman yang dilancarkan kerajaan Gowa kepada kerajaan-kerajaan Bugis mungkin atas motivasi kekuasaan politik, tetapi keberhasilannya mengislamkan seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan hanya dalam waktu kurang lebih tujuh tahun, merupakan suatu kesuksesan luar biasa bagi kepentingan misi Islam.

C. Akulturasi Islam dengan Panngadareng
Dalam bukti Pappasenna To Maccae ri Luwu sibawa Kajao Laliddong ri Bone, disebutkan bahwa ada empat hal yang memperbaiki Negara, barulah menjadi lima pada zaman ke-Islaman, maka dimasukkan juga sara’.​[13]​ Pertama adat, kedua rapang (ibarat), ketiga wariq, keempat (bicara) peradilan, kelima sara’.​[14]​
Adapun adat, itulah yang memperbaiki rakyat, rapang, itulah yang memperkokoh kerajaan, wariq, itulah yang memperkuat kekeluargaan, bicara (peradilan), itulah yang memagar kesewenag-wenangan orang yang berbuat sewenang-wenang, sara’, itulah tempat bersandarnya orang yang lemah tapi jujur. Jika adat dilanggar, maka rusaklah orang banyak, jika rapang (ibarat) tidak lagi dipatuhi, maka rusaklah kerajaan, jika wariq sudah tidak ada, maka tidak akan sepakat lagi orang banyak, jika sara’ sudah tidak ada, maka berbuat sewenang-wenanglah semua orang, jika wariq sudah tidak ada, maka rusaklah kekerabatan negara yang berkerabat. Itulah kelak yang menjadi gaga. Gaga itu akhirnya ialah perang. Siapa yang menjauhi rapang, maka baginya didatangkan oleh Allah Ta’ala musuh yang kuat. Jika bicara (peradilan) tidak lagi ditegakkan, maka yang kuat akan memakan yang lemah sebab tidak lagi ada batasan terhadap perbuatan yang disandarkan pada kekuatan. Itulah sebabnya maka para orang tua mengajarkan agar adat diperteguh, dipelihara rapang dan diluruskan peradilan agar dapat ditumbangkan mereka yang kuat dan diperkuat yang lemah.​[15]​
Jadi, dengan diterimanya sara’ menjadi bagian integral dari panngadareng, maka pranata-pranata kehidupan sosial orang Bugis-Makassar memperoleh warna baru. Ketaatan mereka pada sara’ sama dengan ketaatan mereka pada aspek-aspek panngadareng lainnya. Keadaan seperti itu terjadi karena penerimaan mereka kepada Islam (sebagai agama) tidaklah terlalu banyak mengubah nilai-nilai dan kaidah-kaidah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada. Karena sifat-sifat penyesuaiannya, maka penerimaan sara’ ke dalam panngadareng menjadi sarana utama berlansungnya proses sosialisasi dan enkulturasi Islam ke dalam kebudayaan orang Bugis-Makassar. Proses itu berlansung begitu intensifnya sehingga di kalangan orang Bugis-Makassar terjadi pengidentikkan diri dengan Islam. Sangat janggal bagi bagian terbesar orang Bugis-Makassar apabila diantara mereka ada yang bukan Islam,  karena orang yang demikian itu menyalahi panngadareng. Karena panngadareng memberi identitas pada mereka, maka orang seperti itu biasanya dianggap bukan orang Bugis-Makassar lagi, dia akan diperlakukan secara asing dalam kehidupan sosial budaya dalam lingkungan panngadareng.
Imbas dari integrasi Islam dalam panngadareng tercermin dalam sikap sehari-hari orang Bugis-Makassar, yang tidak boleh disebut ia bukan orang Islam. Apabila ia dikatakan bukan orang Islam sama halnya dengan melanggar martabat dirinya yang konsekuensinya adalah nyawa. Sederajat dengan itu, jika seorang Bugis-Makassar yang disebut tidak punya siri’, juga dirasakan sebagai suatu penghinaan.​[16]​ Sebutan bukan Islam kepada seseorang Bugis-Makassar adalah identifikasi sara’ dan sebutan tidak ada siri adalah adat. Karena Islam dan adat merupakan bagian dari aspek-aspek panngadareng, maka apabila ada hal yang sederajat itu yang ditimpakan pada seseorang, pastilah merupakan suatu penghinaan yang berat. Maka nasihat orang tua yang biasa diajarkan kepada anak cucunya bahwa orang yang bukan Islam itu laksana binatang,  begitu pula orang yang tidak ada siri’nya, karena binatang itu tidak tahu siri’ dan tidak beragama.​[17]​ Demikianlah pengajaran para orang tua kepada cucunya apabila anaknya diinginkan rajin beribadah dan berlaku sopan santun.
Sejak semula pengislaman dan penyebaran agama Islam senantiasa mendapat perlindungan sekaligus pengawasan dari raja-raja, sehingga hubungan antara adat dan pelaksana syariat berjalan bersama-sama. Para ulama penyiar Islam mendakwahkan haram dan halalnya suatu perbuatan, tetapi tidak sampai menempuh cara-cara yang keras yang dapat menggoyahkan sendi-sendi masyarakat.
Penyiaran Islam memang mendapat perlindungan raja, tetapi di lain pihak mereka mendapat pengawasan supaya perbedaan-perbedaan antara adat dan sara’ tidak menjadi pertentangan yang dapat mengganggu sistem sosial. Akibatnya hal-hal yang menyangkut adat istiadat yang penting, seperti pemujaan kepada arajang, pemberian sesajen kepada saukang (rumah pemuja roh) dan pantasak dan lain-lain kebiasaan yang berasal dari zaman pra-Islam dan pada hakikatnya bertentangan dengan sara’ tetap berlansung dan tidak merupakan larangan keras yang harus diberantas segera oleh ulama penyebar Islam.​[18]​ Pemujaan kepada arajang, saukang, dan pantasak masih dipertahankan oleh adat karena pemujaan kepada benda-benda tersebut memperkokoh kewibawaan raja. Kebiasaan penduduk minum ballo’ sarru (tuak pahit) khususnya bagi orang Makassar tetap dipertahankan oleh raja, karena dianggap berguna membangkitkan semangat juang prajurit. Demikian juga perjudian secara besar-besaran tetap dibuka luas karena merupakan tempat memungut barata (pajak judi) bagi keuangan kerajaan.​[19]​ Bagi pejabat sara’ perbuatan demikian dianggap tanggung jawab raja dan dapat ditolerir sepanjang raja dapat menjamin keimanan anggota masyarakat sehingga tidak ingkar dari kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Pejabat sara’ bertanggung jawab dalam hal pengembangan Islam dalam masyarakat, seperti pelaksanaan ibadah, upacara-upacara keagamaan, pembinaan dan perawatan bangunan-bangunan agama, melayani upacara-upacara pernikahan dan kematian. Demikian pula dalam hal perkara-perkara warisan hukum Islam dapat digunakan berdampingan hukum adat mengenai warisan. Peran sara’ dalam perkawinan adalah memasukkan unsur-unsur Islam dalam pernikahan menggantikan mantra-mantra pernikahan yang lazimnya dilakukan oleh sanro sebelumnya.
Perpaduan antara adat dan sara’ dalam panngadareng, nyata dalam berbaga hal. Susunan organisasi sara’ dalam banyak seluk-beluknya mengikuti saja susunan organisasi adat. Dalam tiap-tiap Kerajaan Bugis-Makassar terdapat seorang pejabat sara’ tertinggi yang disebut Kadhi mengepalai segenap pejabat sara’ di bawahnya, yaitu imam, khatib, bilal, mukim​[20]​ dan sebagainya. Pejabat-pejabat bawahan dan Kadhi ini, mengikuti jejang pejabat adat yang ada sampai ke desa-desa.
Pada permulaan penyebaran agama Islam, para mubaligh tidak menitikberatkan pada perombakan pranata-pranata adat, akan tetapi mengisi batin dan mengubah perbuatan-perbuatan serta tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apabila terdapat lembaga sosial yang bertentangan dengan Islam, tidak sekaligus dirombak, akan tetapi dicari penggantinya dan secara berangsur-angsur diisi dengan unsur-unsur Islam. Seperti halnya Sikkiri juma’ (dzikir jumat) yang dilakukan setiap malam Jumat di istana., dimaksudkan untuk menggantikan nyanyian bissu yang sebelum Islam dinyanyikan sekali sepekan di istana sebagai pemujaan kepada arajang (alat-alat kerajaan). Sama halnya dengan pembacaan barazanji dimaksudkan untuk mengganti pranata masyarakat pra-Islam dalam upacara-upacara keagamaan, dimana masyarakat berkumpul mendengarkan bacaan Surek Selleyang, yaitu suatu bacaan tentang pemujaan kepada Patote,​[21]​ yang dianggap penentu nasib baik dan buruk. Perhatian utama para mubaligh bukanlah perubahan total sekaligus, tetapi perubahan berencana dan secara berangsur-angsur.
Dengan terserapnya unsur sara’ dalam panngadareng, menjadikan sara’ itu bagian dari integral dan adat, sehingga berbagai hal dalam pranata sosial terlihat berbagai percampuran antara adat dan syariat yang tak dapat dibedakan lagi mana adat dan yang mana syariat. Upacara-upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya yang merupakan upacara keagamaan, tetapi dilaksanakan dalam rangka upacara adat sekaligus. Karena masyarakat Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi adat, maka adatlah yang menjadi kunci segalanya. AR Rahim menegaskan bahwa setiap ikhtiar untuk memahami manusia Bugis-Makassar harus dimulai dari pengertian mereka mengenai adatnya. Sebab inilah pribadi kebudayaannya.​[22]​ Adat merupakan konsep kunci, sebab keyakinan mereka terhadap adatnya mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya, baik dengan sesama manusia, dengan pranata-pranata sosialnya, maupun dengan alam sekitarnya, bahkan dengan makro kosmos.​[23]​ Jika kita berhasil menemukan maknanya dalam kehidupan kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, dan keagamaan, maka barulah kita dapat memahami pandangan hidup mereka yang dinapasi oleh adatnya. Sekalipun demikian dalam berbagai hal Islam telah menawarkan dan memeberi makna terhadap kehidupan mereka. Kekerasan hati manusia Bugis-Makassar yang tadinya menonjolkan tabiat keras kepala, kemudian dituntun oleh etika dan moral Islam.
Bagi masyarakat Bugis-Makassar, adat tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan, tetapi adat sama dengan syarat-syarat bagi kehidupan manusia, jika adat dirusak maka tuak berhenti menetes, ikan menghilang pula dan padi pun tidak jadi. Hal ini diungkapkan, “Iyyanarigessara’ ada’ biyasana buttaya tammattikamo ballo, tanaikatinganngamo jukka, annyalatongi aseya”.​[24]​ Jikalau adat dilanggar berarti melanggar kehidupan manusia, yang akibatnya bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tetapi juga oleh seluruh anggota masyarakat, karena bumi akan berhenti memberikan manfaatnya. Makanya adat tidak boleh diubah apalagi dibatalkan. Raja dan rakyat sudah mempersaksikannya kepad Dewata setelah dikukuhkannya menjadi adat tetap. Demikianlah maka ia mengandung kesucian, keluhuran, kekeramatan atau kesakralan.
Manakala timbul keinginan atau rencana melakukan sesuatu, tidaklah lantas diwujudkan, meskipun ada kemampuan yang dimiliki dan kemungkinan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, adat tetap harus ditanya lebih dahulu sebagai rujukan yang telah disepakati, disukai dengan kerelaan secara ikhlas dan demokratis. Hanya adatlah yang patut menyatakan sah atau tidak sahnya, diperkenankan atau tidaknya segala sesuatu. Jika sudah menyangkut ketentuan yang telah diadatkan, maka berhentilah setiap keinginnan, tidak berlaku pula setiap kemampuan yang lain. Inilah makna ungkapan,“Punna Panngadakkang, taena erokku, taenato kulleku”.​[25]​ Karena Islam telah diterima sebagai salah satu unsur panngadareng, maka ia harus selalu hadir menyertai masyarakat Bugis-Makassar. Namun hanyalah bagian/unsur-unsur tertentu saja dari ajaran Islam yang teradatkan yang mendapat dukungan dan perlindungan dari raja dan masyarakat pada umumnya.

D. Penutup
Masyarakat Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi adatnya, memandangnya sebagai mengandung kesucian, keluruhan dan kesakralan, dasarnya ialah kejujuran dan keilmuan, sedang tujuannya ialah kemaslahatan segenap rakyat, disukai oleh rakyat dan diterima dengan segenap kerelaan secara demokratis. Karena itu ia tidak boleh diubah apalagi dibatalkan. Raja bersama rakyat sudah mempersaksikannya kepada Dewata setelah dikuat-kukuhkan menjadi adat tetap.
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